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WALIKOTA PANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOT A BANDAR LAMPUNG
NOMOR.: Jf TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET
DI KOTA EANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
bahwa bisnis pasar modern sebagai salah saty ciri khas percotaan mulai

tumbuh dan berkembang culup pesat di Kota Bandar Lampung;

bahwa bisnis pasar modern selain memberikan alternatif betanja yang menarik,
juga menawarkan kenvamar.an dan kualitas produk, harga bersaing batkan
kadang lebih murah dibandirigkan dengan pasar tradisional;

bahwa berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat meratikan |

" usaha kecil dan menengah (UKM), untuk ity keberadaan pasar. mocern ini

perlu ditata dengan mengacu pada Rencana Ta‘'a Ruang Wilayah (RTRW)
sehingga perekonomian daerah dapat Serjalan dengan baik dan estetika ruang
kota dapat terwujud;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebu: pada huruf a, b dan ¢, periu
disusun persyaratan dan Penataan Pasar Mcdem khususnya Niini Market di
Wilayah Kota Bandar Lampung periy ditelapkan dengan Peraturan Walikota
Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahin 18E6 (l.embaran Negara Tahun Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Un-:lang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nemor 53) dan Undang-
Undangy Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negaia Reput lik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57) tentang F embentukan Daerah Tingkat Il termasuk ota
Praja dalam Lingkungan Dazrah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembarzr Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lernbaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 f'ernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahsn Lembaran

kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indunesia Tahun 2008 Nomior 59; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoriesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2C07 tentang Rencana Tata Fuang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6§;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat |l Tanjungkarang — Telukbetung ( l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama
Kotamadya Daerah T'ngkat Il Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya
Daerah Tingkat Il Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 19¢6 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

104, Tambahan Lembzsran Negara Republik Indoriesia Nomor 36€.0);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembir aan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjain dan Toko
Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republilk Indones.a Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotazn;

Peraturan Menteri ~ Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 tertang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Daeran. Knta Bandar Lamnung Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030:

“erzturan Naerah Kota Banaar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kot Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Oaerah Kota Bandar L.ampung;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomot 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lambaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah Kota Bargiar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Eandar Lampung Noryor 4
Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomocr 7 Tahun 2011 teritang
Retribusi Pzrizinan Tertentu;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modai dan Perizinan Kota Bandar
Lampung;

Peraturan \Walikota Bandar lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan sebagian Kewenangan dibidang Perizinan xzpada Kepala Badan
Penanamzn Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur (SCP) Penerhitan Perizinan Pada Badan Penanaman
Modal dar Perizinan Kcta Bandar LLampung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DA PENATAAN MIN
MARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG.



EAB |
FETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan :

Daerah adilah Kota Bandar l.ampung;
Pemerintah Kota adaleh Pemerintak Kota Bandar L.ampung;
Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Peiizinan Kota Bandar Lampung,

Kepala Badan adalah Kepala Bacan Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Bandar Lampung; -

Pasar adalah area tempat jual beli barang denigan jumlah penjual lebii dari
satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pesar tradisional, pertokcan
mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lzinnya;

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemierintah
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerzh
termasuk kerjasama dengan Swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan
tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan
proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;

Toko Modem adalan tcko dengan sistern pelayanan mandiri, menjual berbagai
- jenis "barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supérmarket,
Departemen Store, Hypermaiket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;

Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yaing melakukan kegiatan
usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem
pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

Usaha Kecil adalah kegiatan ekcnomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1995 tentaag Usaha Kecil;

Kemitraan adalah kerjasama usaha zntara usaha kecil dangan usaha
menengah dan usaha besar disertai dengan pernbinaan den pengembangan
oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinisip saling
memerlukan, saling mempeirkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tshun 1997 tentang
Kemitraan;

1zin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan
Izin Usaha Toko ,Mcdern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha
Pengelolaan Pasar Tradisicnal, Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern yang
diterbitkan oleh Pemeriritah Daerah sectempat.

Mini Market adalah sarana / tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-
barang kebutuhan sehari-hari secara ecaran dan langsung kepada konsumen
akhir dengan cara swalayan.

Pedagang Eceran ada.ah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan
modal kecil dan keg.atan pokoknya melekukan penjualan barang-barang
dagangan tertentu dalam partai (jurnlah) kecil/satuan.

Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk
melakukan penjualan heberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa
barang dan atau makanan/minuman.

Jalan arteri/protokol adalah merupakan jaian umum vang berfungsi melayani
angkutan utama dengan ciri perjaianan jarai jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
dan jumlah jalan masul: dibatasi secara berdaya gune.



Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumput atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, can jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat,"lkecepatan rata-rata rendah, dan
jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan adzlah merupiakan jaian umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-
rata rendah.

Kompleks Perumatian adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan saranz lingkungan.

BAB II
PERSYAR/TAN PEMBANGUNAN MINI MARKET

Bagian IKesatu
Persyaratan Lokasi -

Pasal 2

Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut -

a.

Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilavah
(RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK)
Bandar Lampung;

Bangunan tidak melanjgar Garis Sempadan Bangunan (GSB);

Meayediakan areal parkir paling sedikit seluas kabutuhar parkir 1 (satu) unit
kendaraan roda empat uni ik setiap €3 m2 (enam puluh meter per segi) luas
lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modemn; dan

Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus imeter per seqi);

Minimarket dapat berii pada lokasi jalan arteri can jalan kolektor dan {idak
diperkenankan pada jalan iokal dan lingkungar, kecuzli pada kompleks -
perumahan;

Minimarket hanya dapat didiriken pada radius minimal 50 (lima puluh) meter
dari as tikungan jalan/persirapangan dan jembatan paca tuas jalan arteri dan
jalan kolektor, kecusli yang berada pada kompleks peitokoan/pusat
perbelanjaan dan memiliki lahar parkir yang memadai.

Pendirian minimarket pada kompleks perumahar: berada pada fasilitas umum
yang telah ditetapkan dalam site plan;

Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan aksimal 4 (empat)
unit minimarket dalam racius 200 meter dan jarak antar lokasi pzndirian
minimarket minimal 500 (lima ratus) meter;

Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua -atus lima puliuh)
meter dari Pasar Tredisicnal oan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh)
meter dan warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolzktor.

Bagiarn Kedua
Persyaratan Perizinan
Pasal 2
Setiap penyelenggarazn minimarke* harus teriebih dahuly mencapat perizina:
dari Pemerintah Kota.

Izin dapat diterbitkan setsizh pe nchon melengkapi seluruh persvaratan
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Sebelum diterbitkannya perizinan daerah, pengusaha minimarket dilarang
membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

Usaha minimarket adalah usaha yang rnencakup modal diluar tanah dan
bangunan tempat usaha minimal Rp. 2550.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh

Juta).

Waktu peleyanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB samgai
dengan pukul 22.00 WiB. Waktu pelayanan selama 24 jem hanya diberikan
pada lokasi-lokasi yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial (rumah
sakit/puskesrias rawat inap);, terminal artar kota; pelabuhan: kawasan
perumahan’permukiman, jalan nasional dan jalan provinsi.

Waktu pelayanan 24 jam diberikan setelah merdapatkan persetujuan’ dari
Walikota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga

Persyaratan Barang — barang Dagangan
Pasal 4

Kondisi barang-bararg yang dijual diutamakan barang-barang ptoduksi daiam
negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggung jawabkan;,
Usaha Komoditi/Barar.g dagangan Minimarket harus mementhi ketentuen
sebagai berikut : B

a. Komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang - barang
kebutuhan -rumah -tangga sehari-hari diutamakan produk makanan /
minuman dalain kemasan yang siap saji;

b. Kegiatan penjualan_dilakukan secara eceran dan cara pelayznannya
dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunak.an keranjang
jinjing atau p2ralatan lairi;

. Harga jual barang-oarang sejenis yang dijual tidak boleh jaut lebit: rendah
dengan yang ada diwarung dan tcko disekitarnya;

d. Harge barang dagangan yang dijual harus dicanturnkan seczra jelas dan

~ pasti pada kemasan barang dan mudah terfihat oieh konsumen

BAB Il
KEWAJIBAN DAN | ARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasai 5

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib :

a.

b.

Menjalin kemitraan dengen usaha kecii atau koperasi untuk usa“.z perpasaran
swasta skala besar, mensngah dan kecil (khusus hanya mini swzi2yar);
Mentaati ketentuan seosagaimana ditctapkan dalam izin penyelenggaraan
usaha perpasaran swasta dan peraturan perundeng-undangan yang perlaku
khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;

Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan kers smen;
Menjaga keamar.an d an ketertipan tempat usaha:

Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat
usaha;

Mencegah setiap orang yang melekukan kegiatan perjudiar dan perbuatan
yang mele nggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya,

Mencegah penggunaan tempat usaha untuk Kegiatan peredsran dan
pemakaiar. cbat-obatan teriarang seita tarang-barang teriarang:
o

'/



h.  Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi aryawan;

i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;

j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan karyawar ;

k. Menyediakan alat pemadani kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan
ketentuan yang berlaku) dan mencegah kerrungkinan timbulnya bahaya
kebakaran di tempat usahanya; .

I. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan calam rupiah
(Rp);
“m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

Bagian Kedua

Larangan
= Pasal 6 -

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang :

a.  Menimbun/menyimpan tahan pokok kebutuhan rnasyarakat di dalam gudang
dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang aln merugikan
kepentingan masyarakaf;

b. Menimbun/menyimpan narang-barang yang sifat dan jenisnya membahayak.an
kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;

c. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjuai bLarang yang sudah
kadaluarsa; '

d.  Bertindak sebagai impoitir umum apabila modal yang digunakan berasal aari
Penanamar. Modal Asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar
dan menengah;

e. Mengubah / menamban sarana tempat usaha tanpa izin.

f. Mernakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai
cengan pzrituran perundang-undangian yang berlaku.

' BAB IV
PENGIA'YASAN DAN PENGENDALIAN

Pesal 7

Pengawasan dan pengendaliari terhadap penyelenggarazr minimarket dilaksanakar:
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

BAB V
SAMNKSI
Pasal &
SANKSI ADMINISTRASI

Pelanggaran terhadap Perzturan Walikota ini dapat dikenakan sanks. administrasi
berupa :

Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
Pemanggilan;
Penutupan sementara kegiatan usana minimarket:

Pencabutar: izin oleh Walikota Bandar ianipung.

A/

cpowp



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
[Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lamptuing
Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penatasn Minimarket dan Instiuksi
Walikota Banda- Lampung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penghentian Penerbitan
Izin Pendirian Minimarket di Kota Bandar Lampung dinyatakan tid.ak berlaku lagi.

Pasal 10
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Larnpung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal £2. FGb 201

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Cap/dto
HERMAN HN
Diundangkan di Bandar Lampung
-ada tanggal ‘ o
"EKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMFPUNG
Cap/dto

Drs. BADRI TAMAM

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19610414 198003 1 004

BERITA DA%QAH KOTA BANDAR LAMPUN®G TAHUN 2012 NOMOFR. B MOMmOR ! .



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandar Lampung
Dari : Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung

Nomor /10.2/ 11/ 2012
Tanggal : Februari 2012
Perihal  : Punandatanganan Peraturan Walikota
Dengan hormat,
'({K' Bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan

Walikota Bandar Lampung dari Kepala Badan Penanaman

| t w M’Modal Dan Periz’nan Kota Bandar lLampung tentang :

, 9;(’!::50:'[ PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET
' DI KOTA BANDAR LAMPUNG '

0 %Mb" Draft Peraturan ini telah diperbaiki/diperiksa

A sesuai dengan Tara Naskah Dinas dan ketentuan Perundang-
/)\J 5220[2 undangan yang berlaku.

Demikian,  mohon penandatanganan  Bapuk,
terimakasih.

- KEPALA PAGIAN HUKUM KOTA

M AZ; BANDAR LAMPUNG,
/W s - o = g b
/ ‘9"’ T "
. /W %
WAN ABDURRAHMAN, SH.MH |

(‘ Pembina Tingkat |
49/ > /7/ NiP. 19620913 198603 1 004
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